
BUPATI KUDUS 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 33 TAHUN 202 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi 
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Kudus, perlu penerapan tata naskah dinas elektronik; 

b. bahwaguna optimalisasi penerapan tata naskah dinas elektronik 

sebagaimana dimaksud huruf a, dan guna melaksanakan ketentuan 
Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; 

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 4843); 

Mengingat 

V 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 507 1); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang. 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tanmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

ahan 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Sistem 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah 
Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentangg 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KUDUS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang meminmpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

2. 

3. Bupati adalah Bupati Kudus. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. 

4. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. 

7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah. 

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 
unsur pelaksana tugas teknis pada dinas yang bersangkutan. 

8. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

9. 

tertentu. 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
10. Sistem 

disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
memanfaatkan 
memberikan layanan kepada Pengguna Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik.

pemerintahan yang 
komunikasi untuk teknologi informasi dan 

11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

AAF 
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